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KORUPSI DANA DESA RP 360 JUTA, KADES DI MOJOKERTO DITANGKAP 

POLISI 

 
Sumber gambar: https://surabaya.kompas.com/read/2024/04/19/203004478/korupsi-dana-desa-rp-360-

juta-kades-di-mojokerto-ditangkap-polisi?page=all  

 

Isi Berita: 

MOJOKERTO, KOMPAS.com - Seorang kepala desa di Kabupaten Mojokerto, Jawa 

Timur, ditangkap polisi usai menghadiri acara halalbihalal bersama Bupati Mojokerto 

pada Selasa (16/4/2024). Sang kepala desa itu diduga melakukan korupsi Dana Desa (DD) 

Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dengan kerugian negara sebesar Rp 360 juta. Kapolres 

Mojokerto AKBP Ihram Kustarto mengatakan, pihaknya menangkap Ikhwan Arofidana, 

Kepala Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Mojokerto, atas dugaan kasus korupsi 

dana desa. 

Perbuatan tersangka dilakukan pada tahun 2020 dan 2021. Sebagian dari dana 

yang turun untuk pembiayaan kegiatan tidak bisa dipertanggungjawabkan. “Yang 

bersangkutan oknum kepala desa. Diduga melakukan penyalahgunaan wewenang yang 

mengakibatkan kerugian negara di tahun anggaran 2020 dan 2021,” kata Ihram dalam 

konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Jumat (19/4/2024). 

Dia mengungkapkan, Ikhwan Arofidana ditangkap petugas secara paksa setelah 

dua kali mangkir dari panggilan penyidik Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Mojokerto 

untuk menjalani pemeriksaan. Ikhwan ditangkap paksa oleh petugas setelah menghadiri 

acara halalbihalal bersama Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati di Kantor Kecamatan 

Kutorejo pada Selasa (16/4/2024). “Begitu surat kedua tidak diindahkan (diabaikan), saya 
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perintahkan untuk penangkapan,” ujar Ihram. Dia menjelaskan, tersangka diduga 

menggunakan anggaran pembangunan desa untuk kepentingan pribadinya. Perbuatan 

tersangka terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat yang menemukan 

kerugian dari penggunaan uang negara untuk pembangunan dan pembiayaan kegiatan di 

desa.  

Kejanggalan yang ditemukan Inspektorat, yakni pada pengelolaan dana bantuan 

program Pemerintah Dana Desa Tahun Anggaran 2020 senilai Rp 400.456.148. Anggaran 

tersebut sedianya digunakan untuk membiayai 14 kegiatan pembangunan fisik dan 

pemberdayaan masyarakat. “Namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar 

Rp 229.900.000, sehingga terdapat selisih anggaran yang tidak bisa 

dipertanggungjawabkan sebesar Rp 170.556.148,” ungkap Ihram. Temuan berikutnya, 

lanjut Irham, adalah kejanggalan dalam pengelolaan anggaran dana desa pada tahun 2021 

senilai Rp 349.674.932. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pembiayaan 19 kegiatan 

pembangunan fisik dan pemberdayaan.  

Namun, dari dana yang dicairkan, penggunaan anggaran yang bisa 

dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp 160.016.000. Sedangkan anggaran sebesar 

anggaran Rp 189.658.932, menurut hasil pemeriksaan Inspektorat, tidak bisa 

dipertanggungjawabkan. “Jumlah selisih anggaran yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan dari dua tahun anggaran tersebut adalah sebesar Rp 360 juta 

lebih,” kata Ihram. Dia menambahkan, akibat kasus yang menjeratnya, Ikhwan 

Arofidana, Kepala Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, telah ditetapkan sebagai 

tersangka. Penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU No 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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Catatan: 

• Terkait kondisi diatas diatur pada: 

a. Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 

2001 tentang pemberantasan Tipidkor: 
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1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan 

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;  

2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, 

pidana mati dapat dijatuhkan”; dan 

3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”, 


